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I. UMUM 

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dibentuk dalam 

rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), 

Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Keinsinyuran. Peraturan Pemerintah ini disusun guna memberikan 

rincian pengaturan dalam Praktik Keinsinyuran, yakni untuk memberikan 

landasan dan kepastian hukum serta pelindungan hukum kepada 

Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran.  

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan juga untuk memberikan arah 

pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan 

Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional, serta 

menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia yang baik 

dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, 

serta keunggulan hasil rekayasa, untuk meningkatkan kualitas hidup, 

serta kesejahteraan Insinyur dan masyarakat. 

Secara umum peraturan pemerintah ini mengatur mengenai disiplin 

teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran, Program   Profesi Insinyur, 

registrasi Insinyur, Insinyur Asing, pembinaan, dan sanksi administratif. 

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga  mengatur mengenai penyesuaian 

bagi Insinyur Asing. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “keahlian teknik” adalah penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang terapan  untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar Program Profesi 

Insinyur” adalah penyelenggaraan program studi Program Profesi 

Insinyur harus mendasarkan pada standar program yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “perusahaan atau lembaga pemberi 

kerja” adalah suatu badan hukum yang merekomendasikan 

pengalaman kerja, termasuk konsultan yang bekerja untuk dan 

atas nama sendiri. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 
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